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Abstract. Criminal acts of obscenity and rape are criminal acts in the realm of 

decency. In a case of decency crime, the judge needs to be careful and careful in 

differentiating the crime committed by the defendant by paying attention to the facts 

of the trial and the evidentiary process. Is the classification of the actions carried out 

by the defendant included in Article 285 Jo. 53 paragraph (1) of the Criminal Code 

concerning attempted rape or is it included in Article 289 of the Criminal Code 

concerning obscene acts. The problem is that it is difficult to distinguish between the 

two crimes because the element of rape is no longer relevant today. This research uses 

normative juridical method. In collecting data, researchers used library data 

techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, 

publications, and research results relevant to the research topic. The results of the 

research by the authors of the crime committed by the defendant based on decision 

number 450/Pid.B/2022/PN Bdg are more directed at the crime of attempted rape 

because by looking at the facts of the existing trial. The public prosecutor's indictment 

is more appropriate if the charge against the defendant is a criminal act of attempted 

rape or Article 285 Jo. 53 paragraph (1) of the Criminal Code. Then in the process of 

proving the crime of attempted rape it should have been fulfilled because the most 

important element in the trial is intention and it is already real. However, in the 

process of proving the crime of attempted rape, it is very difficult to prove at this time 

because according to the authors and the results of the research prove that the contents 

of Article 285 concerning rape and 53 paragraph (1) concerning attempts are no 

longer relevant today. There needs to be a revision of the renewal funds in the 

meaning of the two articles so that the legal goal, namely justice, can be realized. 
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Abstrak. Tindak pidana perbuatan cabul dan perkosaan merupakan tindak pidana 

dalam ranah kesusilaan. Dalam suatu kasus tindak pidana kesusilaan hakim perlu 

teliti dan cermat dalam membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

dengan memperhatikan fakta persidangan dan proses pembuktian. Apakah klasifikasi 

tindakan yang dilakukan terdakwa  termasuk dalam Pasal 285 Jo. 53 ayat (1) KUHP 

tentang percobaan perkosaan ataukah masuk dalam Pasal 289 KUHP tentang 

perbuatan cabul. Yang menjadi permasalahan adalah sulitnya membedakan kedua 

tindak pidana tersebut karena unsur delik perkosaan yang sudah tidak relevan lagi di 

masa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik data kepustakaan yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian penulis tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan putusan nomor 450/pid.b/2022/pn 

bdg lebih mengarah pada tindak pidana percobaan perkosaan karena dengan melihat 

fakta persidangan yang ada. Dakwaan penuntut umum lebih tepat apabila dakwaan 

terhadap terdakwa merupakan tindak pidana percobaan perkosaan atau Pasal 285 Jo. 

53 ayat (1) KUHP. Kemudian dalam proses pembuktian tindak pidana percobaan 

perkosaan seharusnya sudah terpenuhi karena unsur terpenting dalam percobaan ialah 

niat dan itu sudah nyata adanya. Akan tetapi dalam proses pembuktian tindak pidana 

percobaan perkosaan untuk saat ini sangat sulit untuk di buktikan karena menurut 

penulis dan hasil penelitian membuktikan bahwa kandungan pasal 285 tentang 

perkosaan dan 53 ayat (1) tentang percobaan sudah tidak relevan lagi untuk zaman 

sekarang. Perlu adanya revisi dana pembaharuan dalam pemaknaan kedua pasal 

tersebut agar tujuan hukum yaitu keadilan dapat terwujud. 

Kata Kunci: Pencabulan, Perkosaan, Percobaan  
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A. Pendahuluan 

Kejahatan atau tindak pidana adalah salah satu masalah sosial yang tentunya meresahkan 

masyarakat. Kejahatan yang sering terjadi bukan hanya menyangkut tindak pidana terhadap 

harta benda ataupun nyawa akan tetapi juga kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan 

merupakan perbuatan yang berhubungan dengan rangsangan seksual seseorang. Fenomena 

kejahatan ini adalah bentuk perilaku yang menyalahi etika, moral, dan norma-norma yang hidup 

di dalam masyarakat atau kejahatan kesusilaan adalah tindakan yang menunjukan perilaku 

seksual yang menyimpang, sangat merugikan, berakibat buruk bagi korban dan merusak 

kedamaian di dalam masyarakat. 

Korban kejahatan kesusilaan baik itu percobaan perkosaan, perkosaan maupun 

pencabulan semakin banyak akan tetapi dalam proses peradilan korban selalu menjadi pihak 

yang paling dirugikan salah satunya kasus percobaan perkosaan yang sulit untuk diungkapkan 

karena unsur percobaan yang kurang efektif dan yang terlibat didalamnya hanya antara pelaku 

dan korban. Seringkali pelaku tindak pidana percobaan perkosaan memberikan kesaksian yang 

tidak sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi. Jika kesaksian dan alat bukti korban kurang 

kuat maka tidak jarang hakim menjatuhi hukuman tindak pidana pencabulan kepada pelaku yang 

tentunya lebih ringan ketimbang hukuman percobaan perkosaan seperti dalam hasil Putusan 

Nomor 450 /Pid.B/2022/PN Bdg karena perbedaan persepsi para praktisi hukum dan sulitnya 

pembuktian kasus percobaan perkosaan.  

Penting rasanya hakim mampu membedakan pengertian tentang persetubuhan, 

perbuatan pencabulan, perkosaan dan percobaan dalam suatu perkara pidana mengenai 

kesusilaan karena, adanya Pasal yang berbeda yang dapat dikenai kepada terdakwa dalam 

hukum pidana yang dikenal dengan istilah percobaan. Pengertian percobaan menurut Wirjono 

Prodjodikoro pada umumnya kata percobaan atau poeging berarti suatu usaha mencapai suatu 

tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Satochid Kartanegara: percobaan atau 

poging adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Ketentuan mengenai percobaan diatur 

didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP yang didalamnya memuat beberapa unsur-unsur yang dapat 

dikatakan percobaan yaitu pertama niat, kedua adanya permulaan tindakan kejahatan, ketiga 

tidak selesainya kejahatan tersebut bukan dikarenakan kehendaknya sendiri. 

Melihat paparan diatas merupakan gambaran sulitnya pembuktian kasus percobaan 

perkosaan dan pencabulan. korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan merupakan suatu 

fakta bahwa lemahnya substansi dari Pasal 285 Tentang Perkosaan, 289 Tentang Pencabulan, 

dan 53 ayat 1 Tentang Percobaan KUHP, karena isinya yang mencederai moral, agama dan 

masyarakat yang secara tidak langsung membebaskan adanya perkosaan apabila tidak ada saksi, 

serta unsur-unsur percobaan yang dirasa kurang efektif. Hal ini juga diperparah dengan sanksi 

yang sangat ringan dan dimasukannya percobaan perkosaan ke dalam delik aduan. Kelemahan 

konsep hukum pidana ini menimbulkan implikasi sosial yang mendalam ditambah makin 

melonggarnya norma kesusilaan dalam masyarakat dan melemahnya kontrol sosial, sehingga 

kasus percobaan perkosaan dan pencabulan menjadi semakin sulit diungkapkan 

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam hal ini penulis menjadikan Putusan Nomor 

450/Pid.B/2022/PN Bdg sebagai bahan kajian untuk mengetahui apakah keputusan hakim 

menjatuhi Pasal 289 itu sudah sesuai dengan fakta persidangan dan bagaimana proses 

eksaminasi tindak pidana percobaan perkosaan dan pencabulan. Jadi, permasalahan ini cukup 

kompleks, maka dari itu penulis terkesan untuk melaksanakan penelitian yang akan dituangkan 

kedalam skripsi yang selanjutnya akan diangkat dengan judul:  

“Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/Pn Bdg tentang Tindak Pidana 

Menyerang Kehormatan Kesusilaan” dengan identifikasi masalah, 

1. Apakah Tindakan pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

450/Pid.B/2022/PN Bdg sudah tepat memenuhi unsur Pasal 289 KUHP? 

2. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana percobaan perkosaan? 
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B. Metodologi Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah 

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Yang 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 

menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat 

yang berkenaan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian kepustakan yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik 

penelitian. Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis melakukan teknik pengumpulan 

data dengan cara analisis dokumen dengan cara peninjauan, pembedahan, dan penyusunan 

konten kedalam subjek penelitian. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Bentuk Tindakan Pelaku Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

450/Pid.B/2022/PN Bdg  

 

Terdapat beberapa hal yang mengisyaratkan bahwa kasus ini lebih mengarah kepada tindak 

pidana percobaan perkosaan. Beberapa aspek mencolok tersebut yang akan penulis analisis 

diantaranya: 

pertama, terdakwa mengakui bahwa sudah timbul niat dan kepikiran untuk 

menyetubuhi korban pada saat korban dan penghuni mess sudah tertidur atas dasar cintanya 

tidak terbalaskan dan cemburu akan tetapi rencana memerkosa korban tidak terpenuhi karena 

korban yang terus berontak mengakibatkan sulitnya terdakwa untuk menyetubuhi korban. Hal 

tersebut menunjukan bahwa niat, rencana melakukan tindak pidana perkosaan dan tidak 

selesainya bukan karena kehendak sendiri sudah terbukti nyata artinya, ini sudah termasuk 

dalam unsur tindak pidana percobaan (poging). Unsur-unsur percobaan dianaranya adalah: 

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan 

2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu/adanya permulaan pelaksanaan 

3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri. 

 Kedua, perbedaan persepsi para aparat penegak hukum (jaksa dan hakim) dalam 

membedakan tindak pidana percobaan perkosaan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP 

dan tindak pidana perbuatan cabul Pasal 289 KUHP. Perbuatan cabul pada hakikatnya 

merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan 

seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan cabul sangat beda dengan 

perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual. Pencabulan cukup dilakukan dengan 

mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan 

rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat 

kelamin, dan perbuatan lainnya. Perkosaan  Menurut Sugandhi, adalah “seorang pria yang 

memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan 

ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan 

seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. 

Bila mengacu pada Arrest Hooge Raad tahun 1912, yang dinamakan perkosaan itu perlu 

adanya persetubuhan dan terpenuhinya persetubuhan apabila alat kelamin pria melakukan 

penetrasi kepada alat kelamin wanita sehingga mengeluarkan sperma Pemaknaan perkosaan dan 

pencabulan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan masalah, 

pemaknaan persetubuhan dalam perkosaan misalnya, masih terbatas pada penetrasi penis dan 

vagina sampai mengeluarkan sperma. yang menjadi masalah ialah putusan Arrest Hooge Raad 

tahun 1912 yang dirasa using tadi hingga saat ini masih sering dijadikan yurisprudensi oleh para 

penegak hukum dalam mengadili kasus-kasus perkosaan. Berdasarkan uraian diatas seharusnya 

kita tau bahwa sebenarnya hukum Indonesia sudah tertinggal zaman dan sudah relevan lagi 
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dengan masa yang sekarang sehingga seringkali menimbulkan perbedaan persepsi para aparat 

penegak hukum dalam mengatasi kasus perkosaan yang berujung ketidakadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 

Ketiga, dari amar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung tidak memasukan 

penderitaan korban sebagai bahan pertimbangan akan tetapi hanya menggunakan barang bukti 

yang ada dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal tersebut selaras dengan tanggapan Guru 

Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Loebby Loqman mengenai tindak pidana 

perkosaan. Loebby Loqman berpendapat bahwa seringkali pelaku perkosaan dihukum ringan, 

bahkan di vonis bebas karena ketidaksamaan persepsi aparat penegak hukum dan sulitnya 

pembuktian kasus perkosaan. 

berdasarkan uraian diatas kasus putusan nomor 450/Pid.B/2022/PN Bdg terdakwa 

dijatuhi pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul belum tepat karena dari penjelasan ketiga 

aspek yang menonjol diatas pertama, unsur percobaan perkosaan sudah terpampang nyata, 

dengan segala unsur percobaan dan perkosaan yang terpenuhi. Kedua, akan tetapi karena 

perbedaan persepsi para aparat penegak hukum yang masih mengikuti yurisprudensi lama dan 

lemahnya Pasal 285 KUHP untuk di terapkan di masa yang sekarang menyebabkan para aparat 

penegak hukum lebih memilih menjatuhi terdakwa dengan pasal 289 KUHP tentang perbuatan 

cabul. Ketiga, sehingga amar putusan tidak memperhatikan penderitaan korban karena, tidak 

masukannya kasus tersebut kedalam ranah percobaan perkosaan yang padahal seharunya bila 

kasus tersebut masuk ke percobaan perkosaan maka hukuman bagi terdakwa akan lebih berat. 

 

Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Perkosaan 

Dalam seluruh rangkaian penyelesaian perkara para aparat penegak hukum perlu menerapkan 

prinsip dan asas-asas hukum acara pidana guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi 

para pihak berperkara diantaranya sebagai berikut: 

1. Asas Equality before the law, proses persidangan diharuskan adanyanya perlakuan yang 

adil atau sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan 

perlakuan. 

2. Asas Presumption of innocence, dimana setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut, dan atau dihadapkan dimuka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

3. Asas Contante justitie, peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan dengan 

biaya ringan serta harus bebas, jujur dan tidak memihak. 

4. Asas terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, Dalam pasal 69 samapi 74 KUHAP 

diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana terdakwa mendapat kebebasan yang 

sangat luas. 

 

Adapun prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHAP diantaranya sebagai berikut: 

1. Notiere feiten. Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat 2 KUHAP yang berbunyi “hal-

hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

2. Unus testis nullus testis. Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat 2 KUHAP yang 

berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 

terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan mepadanya” 

3. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan 

kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari bahwa keterangan terdakwa 

saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di 

dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. 
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Pada proses pembuktian kasus tindak pidana perkosaan, pasal 285 KUHP memandang 

bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur hukum yang 

Setidaknya terdapat tiga syarat utama tindakan perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 

KUHP yaitu:  

1. seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

2. Memaksa seorang Wanita 

3. Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan 

 

Pada proses pembuktian kasus tindak pidana percobaan, pasal 53 ayat (1) setidaknya 

terdapat tiga syarat untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan 

diantaranya adalah: 

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu. 

2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu/adanya permulaan   pelaksanaan. 

3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri. 

 

Pembuktian telah terjadinya tindak pidana percobaan perkosaan untuk saat ini dengan 

sistem hukum Indonesia yang sudah usang cukup sulit untuk membuktikannya. Karena kendala 

yang menyulitkan korban ialah menghadirkan saksi selain saksi korban. keterangan saksi korban 

tidak memiliki kekuatan bila tidak ditunjang dengan alat bukti lain. Hal tersebut sesuai dengan 

prinsip hukum acara pidana asas unus testis nullus testis, yang berarti keterangan seorang saksi 

saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya.  

Dalam kasus percobaan perkosaan seringkali tindak pidana tersebut terjadi tanpa adanya 

saksi. Seperti dalam kasus putusan nomor 450/Pid.B/2022/PN Bdg korban dipaksa untuk 

bersetubuh dengan terdakwa didalam kamar pada malam hari yang dimana dalam kejadian 

tersebut penghuni mess lainnya sudah tertidur. Belum lagi  mengutip Paul Sinlaeloe dalam buku 

tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa keterangan saksi harus mengenai peristiwa 

pidana yang saksi lihat sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan 

pengetahuannya. Itu berarti kondisi korban percobaan perkosaan sangat lah sulit untuk 

membuktikan kejadian yang sebenarnya terjadi karena tidak adanya saksi yang melihatnya 

sendiri padahal dalam Pasal 30 UUTPPO mengatakan untuk keterangan saksi korban saja sudah 

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah,apabila disertai dengan satu alat bukti yang 

sah lainnya. 

Penulis berpendapat seharusnya khusus untuk tindak pidana percobaan perkosaan 

mengenai alat bukti keterangan saksi tidak perlu lagi diperumit berkaca pada UUTPPO agar 

korban tidak lagi di persulit dalam membuktikan kejadian percobaan perkosaan karena tekanan 

mental dan traumanya saja sudah cukup untuk menyulitkannya. Adapun kendala lain yang 

menyebabkan sulitnya pembuktia percobaan perkosaan yaitu adanya unsur “persetubuhan” 

dalam perkosaan yang dipandang memberatkan korban karena andai kata perbuatan pelaku 

perkosaan tidak berhasil maka pasal yang akan dikenakan pada terdakwa adalah pasal 289 

tentang pencabulan seperti dalam putusan yang sedang penulis teliti dimana hakim menyatakan 

bahwa terdakwa Ismail bin Aep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana pencabulan sesuai dengan pasal 289 KUHP dengan pidana penjara selama tiga 

tahun dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Barangsiapa, b. Dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, c. Memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul 

Namun berdasarkan fakta persidangan yang ada, pelaku tidak memenuhi unsur 

perbuatan cabul karena dapat dilihat dari niatnya bahwa terdakwa sudah berniat untuk 

menyetubuhi korban dan sudah memulai permulaan pelaksanaan perbuatan perkosaan dengan 

membuka seluruh pakaian terdakwa dan menindih korban sembari menciumi bibir korban 

dengan tangan menahan bahu korban agar tidak berontak akan tetapi, kemudian tidak selesainya 

perbuatan korban semata-mata bukan karena kehendaknya melainkan korban yang terus 

berontak dan berisik hingga akhirnya korban mampu melarikan diri. Berdasarkan hal tersebut 

dapat dipahami bahwa unsur perbuatan tindak pidana percobaan perkosaan antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Niat 

Dalam kasus ini, terbukti dari terdakwa yang berniat untuk menyetubuhi korban atas 

dasar cemburu. Kemudian ditambah lagi saat terdakwa melihat korban tertidur dengan keadaan 

perut yang terbuku sehingga semakin memuncaknya nafsu hasrat menyetubuhi korban. 

 

2. Permulaan Pelaksanaan 

Dalam kasus ini terlihat bahwa terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga tidak 

tersisa sehelaipun kain di tubuhnya kemudian terdakwa menindih tubuh korban sembari 

menciumi bibir korban. 

 

3. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya 

Dalam kasus ini kegagalan yang diperoleh terdakwa bukan karena terdakwa sukarela 

mengundurkan diri dari niat awalnya, tetapi karena korban terbangun dari tidurnya dan terkejut 

melihat terdakwa menindihnya sembari menciuminya tanpa menggunakan pakaian sama sekali. 

Korban kemudian mencoba berontak dan berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya 

terdakwa mampu membuka pintu dan melarikan diri. 

 

D. Kesimpulan 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bdg hakim 

menjatuhkan pasal 289 tentang menyerang kehormatan kesusilaan atau perbuatan cabul kepada 

terdakwa belum tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, terdakwa 

lebih mengarah pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 285 Jo. 53 ayat (1) KUHP tentang 

percobaan perkosaan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan, korban berhak 

mendapatkan perlindungan hukum dengan haknya mendapat keadilan terpenuhi yaitu bentuk 

pemidanaan yang setimpal untuk terdakwa yaitu pemidanaan gabungan antara absolut dan 

relatif dalam tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk 

melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dengan berpedoman pada asas 

keadilan. Dalam proses pembuktian kasus tindak pidana percobaan perkosaan penulis menilai 

bahwa sudah melemahnya Pasal 285 Jo. 53 ayat (1) KUHP dari segi substansi dan penerapan 

hukumnya. Dimana kandungan dalam pasal tersebut dirasa sudah usang dan kurang relevan lagi 

bila diterapkan di zaman sekarang, ditambah pasal-pasal dalam KUHAP yang menyulitkan 

korban percobaan perkosaan sehingga hal-hal tersebut menyulitkan proses pembuktiannya. 

Para aparat penegak hukum baik penuntut umum, hakim dan penasihat hukum 

seharusnya lebih telita, cermat, dan jelas dalam membedakan unsur tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa dengan disesuaikan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. 

Terkhusus untuk hakim sudah sepatutnya menggunakan hati nurani dalam menyelesaikan suatu 

perkara  dengan melihat kerugian yang diderita korban. Guna melindungi korban percobaan 

perkosaan sudah seharusnya dimulai dari sistem hukumnya, salah satu prinsipnya bahwa hukum 

haruslah netral dan memberikan keadilan. Selain itu dengan memperaiki kandungan yang ada 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar sesuai dengan masa sekarang dan terakhir 

proses acara pidana perlu adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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